
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 

23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, 

BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa guna melindungi kesehatan masyarakat dan 

mencegah penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh 

virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Pemerintah telah mengambil 

kebijakan larangan sementara ekspor antiseptik, bahan 

baku masker, alat pelindung diri, dan masker; 

b. bahwa kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a menyebabkan terhambatnya ekspor 

antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan 

masker bagi eksportir yang telah memiliki kontrak kerja 

sama industri antiseptik, bahan baku masker, alat 

pelindung diri, dan masker dengan importir di luar 

negeri sebelum berlakunya kebijakan larangan 

sementara eskpor antiseptik, bahan baku masker, alat 

pelindung diri, dan masker; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan 

perubahan terhadap ketentuan mengenai larangan 
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sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat 

pelindung diri, dan masker yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku 

Masker, Mat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan 

Baku Masker, Mat Pelindung Diri, dan Masker; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara 

Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung 

Diri, dan Masker; 

Mengingat 	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 



4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/ M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 395); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M- 

DAG/ PER 	tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan 

Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 

2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, 

Bahan Baku Masker, Mat Pelindung Din, dan Masker 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

285); 
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MEMUTUS KAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG 

LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTIS EPTIK, BAHAN 

BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, 

Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku 

Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 285) diubah, di antara 

Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3B 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3B 

(1) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini 

setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian terkait. 

(2) Untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus mengajukan 

permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri 	secara 	elektronik 
	

melalui 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 

2020. 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
ierr an Perdagangan 

•'''Kepa1032,iro Hukum, 

HARIYATI 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Maret 2020 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS SUPARMANTO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 April 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 306 
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